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KERANGKA ACUAN KERJA (K.A.K) 
PENGELOLAAN MEDIA KOMUNIKASI PUBLIK 

TAHUN ANGGARAN 2023 

 

I.  PENDAHULUAN 

   LATAR BELAKANG 

Keterbukaan Informasi sejalan dengan salah satu pilar reformasi yakni transparansi. 

Secara komprehensif Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik mengatur mengenai kewajiban badan atau pejabat publik dan bagi 

Lembaga Masyarakat atau Badan Publik non Pemerintah lainnya. Untuk dapat 

memberikan pelayanan informasi yang terbuka, transparan dan bertanggungjawab 

kepada masyarakat.  

Walaupun dalam prakteknya tidak semua informasi dapat diberikan secara terbuka 

kepada masyarakat (pemohon informasi), sebagaimana diatur dalam Bab V Pasal 17 UU 

No. 14 Tahun 2008. Sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 61 Tahun 2010, Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 

Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Instansi Pemerintah termasuk Dinas Komunikasi 

dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau berusaha melaksanakan aturan tersebut melalui 

berbagai saluran informasi.  

Berdasarkan pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi 

Kepulauan Riau oleh Menteri Dalam Negeri, maka Dokumen Pelaksanaan Anggaran 

(DPA) masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sudah dapat dilaksanakan 

secara transparan dan bertanggungjawab sesuai ketentuan perundang-undangan yang 

berlaku.  

Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang undangan, 

efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab serta mengutamakan 

azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Secara tertib administrasi 

adalah keuangan dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan 

bukti – bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Untuk melaksanakan 

keuangan daerah ini perlu ada suatu acuan kerja yang dapat dijadikan pedoman dalam 

mengelola arus kas setiap bulannya sehingga tertib administrasi permintaan dana dan 

pengeluaran dana dapat terangkum secara transparan dan bisa 

dipertanggungjawabkan. 

 

 



II .  DASAR HUKUM 

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan 

Riau ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002  Nomor 111, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4237); 

2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4438); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6757); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); 

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1781); 

7. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan 

dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 

2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55); 

8. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 

2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 58); 

 9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2023 

(Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Nomor 5); 

10. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi 

Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 733) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi 

Kepulauan Riau Tahun 2022 Nomor 819); 



11. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita 

Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 816); 

12. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 77 Tahun 2022 tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah 

Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Nomor 895). 

 

III. MAKSUD DAN TUJUAN 

    Adapun Maksud dan Tujuan dari pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi 

Publik adalah: 

1. Mendiseminasikan informasi keberhasilan program-program pembangunan daerah 

Provinsi Kepulauan Riau dan Pembangunan Nasional melalui saluran komunikasi milik 

Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau; 

2. Mempermudah masyarakat untuk dapat mengetahui program-program Pembangunan 

Daerah Provinsi Kepulauan Riau dan Pembangunan Nasional dengan penyediaan 

informasi melalui media milik Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau berupa 

media online Portal website Pemprov Kepri serta media sosial Diskominfo Kepri; 

3. Menyediakan sarana bagi masyarakat khususnya masyarakat Kepulauan Riau untuk 

menyampaikan opini dan aspirasinya; 

4. Meningkatkan keterbukaan informasi publik khususnya keterbukaan informasi 

Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau kepada masyarakat. 

 

IV. TARGET DAN SASARAN 

Target dan sasaran yang hendak dicapai dari Sub Kegiatan Kemitraan Dengan Pemangku 

Kepentingan antara lain : 

1. Meningkatnya Pengelolaan Media Komunikasi Publik pada Media milik Pemerintah 

Daerah. 

2. Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik yang dikelola oleh Pemerintah Daerah 

dengan menggunakan saluran informasi yang tersedia. 

 

V. RUANG LINGKUP KEGIATAN 

  Ruang lingkup Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik meliputi:  

1. Mendiseminasikan informasi keberhasilan program-program pembangunan daerah 

Provinsi Kepulauan Riau dan Pembangunan Nasional melalui saluran komunikasi 

milik Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau melalui Portal Pemprov Kepri 

https://kepriprov.go.id dan media sosial seperti facebook, instagram, twitter, tiktok dan 

channel youtube milik Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau. 



2. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Hari Penyiaran Nasional (Harsiarnas) yang 

dilaksanakan pada bulan mei 2023, dimana Kepulauan Riau merupakan tuan rumah 

pelaksanaan kegiatan Harsiarnas tahun 2023. 

 

VI. WAKTU PELAKSANAAN 

Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik dilaksanakan di Provinsi Kepulauan Riau 

selama 1 (satu) tahun 12 (dua belas) bulan, terhitung dari tanggal 04 Januari 2023 s/d 31 

Desember 2023. 

 

VII. RENCANA ANGGARAN BIAYA / SUMBER PEMBIAYAAN 

          Anggaran biaya dalam pelaksanaan sub kegiatan Pengelolaan Media Komuunikasi Publiik 

Tahun Anggaran 2023 yang dituang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas 

Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 

2.854.879.837 (Dua milyar delapan ratus lima puluh empat juta delapan ratus tujuh puluhh 

sembilan ribu delapan ratus tiga pulu tujuh rupiah)  dengan Nomor 2.16.02.1.01.05 sebagai 

berikut:  
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VIII. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN  

JADWAL PELAKSANAAN SUB KEGIATAN 
PENGELOLAAN MEDIA KOMUNIKASI PUBLIK 

TAHUN ANGGARAN 2023 

 

III.     PENUTUP 

Pengelolaan Media Komunikasi Publik, perlu meningkatkan efektivitas pengelolaan media 

online serta media sosial milik Pemerintah Daerah, dalam mendiseminasikan informasi dan pesan 

yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah sehingga diseminasi informasi lebih cepat, efektif 

dan mudah diterima dan diakses oleh masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, Dinas Komunikasi dan 

Informatika Provinsi Kepulauan Riau menyelenggarakan kegiatan “Pengelolaan Media Komunikasi 

Publik”. Demikian Kerangka Acuan Kerja (K.A.K) ini dibuat, untuk dapat digunakan sebagai 

pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik Tahun Anggaran 

2023. 

                     Tanjungpinang,       Januari 2023 

 Mengetahui, 

 PENGGUNA ANGGARAN                                                                       PEJABAT PELAKSANA          
                                                                                                            TEKNIS KEGIATAN 
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